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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan 

merujuk pada permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wewenang advokat dalam penyelesaian sengketa perdata secara 

perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa: 

Surat kuasa memuat hak dan kewajiban advokat serta 

wewenang advokat dalam melaksanakan perkerjaannya. Advokat 

dapat mewakili klien dalam perdamaian/dading bila di dalam

surat kuasa yang disepakati antara klien dan advokat tertulis 

secara lengkap dan jelas mengenai pelimpahan kuasa yang 

menyatakan bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa kepada 

penerima kuasa dalam hal ini Advokat (kuasa hukum) untuk 

mewakilinya dalam proses perdamaian. Pelimpahan kuasa 

tersebut harus dalam bentuk surat kuasa khusus yang berisi 

pelimpahan kuasa untuk mewakili dalam penyelesaian secara 

perdamaian secara langsung. berdasarkan surat kuasa khusus 

tersebut kuasa hukum secara pribadi dapat mewakili kliennya 

dalam proses perdamaian tanpa meminta persetujuan kembali 

kepada klien. 
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2. Kendala yang dihadapi oleh advokat dalam penyelesaian sengketa 

perdata secara perdamaian di pengadilan berdasarkan surat kuasa.

a. Hambatan internal 

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam 

advokat itu sendiri. Hambatan internal ini seperti masalah SDM, 

kesehatan, kultural dan organisasi advokat itu sendiri yang 

terpecah sehingga mempengaruhi pembelaannya di persidangan 

serta mempersulit advokat yang tidak satu naungan organisasi 

dengan advokat pihak lain. 

b. Hambatan eksternal 

Hambatan eksternal kerap ditemukan dalam praktek Advokat. 

Hambatan dari eksternal ini dilihat dari situasi/keadaan yang 

ditimbulkan oleh orang lain atau tidak sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan. Selain itu menurut Bapak C. Jati Utomo 

Setiawan dalam kantor hukum Advokat dan Konsultasi hukum 

CJUS, hambatan dalam mewakili klien dalam penyelesaian 

sengketa damai adalah dikarenakan pihak lawan tidak meninginkan 

perdamaian dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. 

 Begitu juga bagi Advokat dalam memuat surat kuasa 

kurang cermat sehingga tidak mengikutsertakan mewakili secara 

perdamaian dalam surat kuasanya sehingga advokat tidak berhak 

untuk mewakili kliennya dalam perdamaian. 
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B. SARAN 

Dari hasil kesimpulan yang disampaikan diatas, maka berikut 

adalah saran yang dapat penulis sampaikan yang berkaitan dengan 

penulisan hukum ini, yaitu Advokat dan organisasi advokat agar 

dapat sesegera mungkin melakukan peningkatan sumber daya, 

khususnya terhadap pembuatan surat kuasa yang diwajibkan 

mencantumkan mewakili dalam hal penyelesaian secara 

perdamaian dan diharuskan adanya peraturan yang mengikat dan 

mengatur dengan jelas tentang isi surat kuasa agar menjadi 

pedoman seluruh advokat dalam membuat surat kuasa agar tidak 

berdasarkan dengan kebiasaan seperti biasanya. 
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